
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 LAPORAN SINGKAT  
 

KOMISI I DPR RI 
 

KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN 
INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN NEGARA, DEWAN 
KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, LPP TVRI, LPP RRI, PERUM LKBN 
ANTARA, DEWAN PERS, KOMISI PENYIARAN INDONESIA, KOMISI INFORMASI PUSAT, LEMBAGA 
SENSOR FILM (LSF), BADAN KEAMANAN LAUT RI, DAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA 
(BSSN)  
 
 

Rapat ke  :  27 (dua puluh tujuh)  
Tahun Sidang : 2018-2019 
Masa Persidangan :  I 
Jenis Rapat   :  Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI dengan Gubernur Lemhannas 

RI, Sekretaris Jenderal (Sesjen) Wantannas RI, dan Kepala Bakamla RI.  
Hari, Tanggal :  Selasa, 23 Oktober 2018 
Pukul :  10.00 WIB  
Sifat Rapat :  Terbuka 

Pimpinan Rapat :  Asril Hamzah Tanjung, S.I.P, Wakil Ketua Komisi I DPR RI 

Sekretaris Rapat :  Suprihartini, S.I.P., Kabag Set. Komisi I DPR RI 
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1       
                       Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270 
Acara  : Pembahasan Penyesuaian RKA K/L Lemhannas RI, Wantannas RI, dan Bakamla 

RI T.A. 2019 
Hadir :  1.   ... orang dari 51 Anggota Komisi I DPR RI 
    2.  a. Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo   

b.  Sesjen Wantannas RI, Letjen TNI Doni Monardo  
c. Kepala Bakamla RI, yang diwakili oleh Plh. Sestama Bakamla RI, Irjen Pol 

Dr. Abdul Gofur, S.H., M.H. 
beserta jajarannya. 

 
 

I. PENDAHULUAN 
 

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 Ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat 
pada pukul WIB 11.28 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.  

 
2. RDP Komisi I DPR RI dengan Gubernur Lemhannas RI, Sesjen Wantannas RI, dan Kepala 

Bakamla RI pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2018 dengan acara dan waktu sebagaimana 
tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Asril Hamzah Tanjung,S.I.P.  
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II. KESIMPULAN  
 

1. Komisi I DPR RI dapat menyetujui pagu alokasi anggaran T.A. 2019 untuk:  
 

a. Lemhannas sebesar Rp.201.379.786.000,- (dua ratus satu miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan 
juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah), dengan rincian: 
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sebesar 

Rp.137.320.648.000,- (seratus tiga puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh juta enam ratus 
empat puluh delapan ribu rupiah).  

- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur sebesar Rp.1.789.863.000,- 
(satu miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu 
rupiah). 

- Program Pengembangan Ketahanan Nasional sebesar Rp.62.269.275.000,- (enam puluh 
dua miliar dua ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). 

 
b. Wantannas sebesar Rp.42.830.440.000,- (empat puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh juta 

empat ratus empat puluh ribu rupiah), dengan rincian : 
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sebesar 

Rp.32.628.997.000,- (tiga puluh dua miliar enam ratus dua puluh delapan juta sembilan 
ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah). 

- Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional sebesar Rp.10.201.443.000,- 
(sepuluh miliar dua ratus satu juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah). 

 
c. Bakamla sebesar Rp.447.416.980.000,- (empat ratus empat puluh tujuh miliar empat ratus 

enam belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan rincian : 
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bakamla sebesar 

Rp.290.574.673.000,- (dua ratus sembilan puluh miliar lima ratus tujuh puluh empat juta 
enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah). 

- Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan di Laut sebesar Rp.156.842.307.000,- 
(seratus lima puluh enam miliar delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus tujuh ribu 
rupiah). 
 

2. Sehubungan dengan belum terdukungnya anggaran untuk kegiatan pemantapan nilai-nilai 
kebangsaan bagi anggota DPR RI periode 2019-2024 incumben dan anggota DPR RI yang baru 
terpilih dalam pagu alokasi anggaran Lemhannas T.A. 2019, Komisi I DPR RI mendukung agar 
pemenuhan kebutuhan anggaran untuk kegiatan tersebut dapat diajukan dalam APBN-P 
Lemhannas T.A. 2019. 

 
3. Komisi I DPR RI meminta Lemhannas, Wantannas, dan Bakamla agar dalam penggunaan 

anggaran T.A. 2019 senantiasa mengedepankan prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, dan 
akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. 
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III. PENUTUP 

 Rapat ditutup pukul 15.25 WIB. 
 

Jakarta, 23 Oktober 2018 
KETUA RAPAT, 

 
 

TTD. 
 

ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.I.P. 
A-340 

 


